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P U T U S A N

Nomor 1635/Pdt.G/2013/PA.Smd.

  بسم الله الرحمن الرحيم  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda  yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan 

putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Cerai 

Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan 

Serabutan, tempat tinggal di  Kota Samarinda, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Sipil, pekerjaan 

PNS, tempat tinggal di  Kota Samarinda, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2013, 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan 

register Nomor 1635/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal  24 Oktober 2013, 

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

          Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah 

pada tanggal  18 Juli 1991, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan  Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana 

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  344/110/VII/1991 tanggal  19 Juli 

1991;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat 

tinggal di rumah orangtua Termohon di jalan Cempedak, Kota Samarinda 

1
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selama 5 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di tempat 

kediaman bersama d jalan Jakarta Perumahan Korpri Blok AR RT. 63 No. 

02, Kota Samarinda selama 10 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah 

dikaruniai  3  orang anak bernama :

a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 05 September 1992;

b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda tanggal 23 November 1994;

c. Anak Ke-III, lahir di Samarinda tanggal 19 Juli 2008;

4. Bahwa sejak bulan  Februari tahun  2011 ketentraman rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon 

dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan 

Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan kurang perhatian dengan 

Pemohon, seperti Termohon sering pergi dinas keluar kota tanpa izin dari 

Pemohon, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di 

antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga 

dengan memberi pengertian kepada Termohon bahwa keharmonisan hidup 

berumah tangga bukan hanya ditentukan oleh materi yang cukup, 

melainkan juga sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya atau seberapa 

besar kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga. Untuk itu Pemohon 

selalu menganjurkan agar Termohon meninggalkan kebiasaan buruknya 

sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi Termohon tidak mau 

mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Pemohon, malahan 

perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin 

sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan 

termohon tersebut terjadi pada bulan  Agustus tahun 2011, yang akibatnya 

Pemohon dan Termohon bersama-sama meninggalkan tempat kediaman 

bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah 

kumpul lagi sampai sekarang;
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8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi 

Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, 

damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon 

mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Samarinda  Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 

berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk 

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon  (Termohon)  di 

depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.

    Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal 

yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan 

Termohon  tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali 

dengan relaas panggilan tanggal 01 Nopember 2013 dan 13 Nopember 2013, 

tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, dengan demikian 

perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Termohon; 

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, 

usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun 

demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada 

maksud perceraiannya;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya 

permohonannya tersebut tetap dipertahankan;

3
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Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama 

Pemohon dan Termohon, nomor 344/110/VII/1991, tanggal 19 Juli 1991, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota 

Samarinda, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan  () orang saksi, 

masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 42 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada 

pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung 

Pemohon;

b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai  3 

(tiga) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis 

sejak awal tahun 2011;

d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon dikarenakan Termohon sebagai PNS pada lebih banyak dinas 

keluar kota  sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk keluarga;

e. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 

akhir tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon sama-sama 

meninggalkan rumah kediaman bersama;

f. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling 

memperdulikan lagi;

g. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa 

dipertahankan lagi;

2. Saksi II, umur 54 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada 

pokoknya  sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman 

dengan Pemohon sejak tahun 1995;
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b. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah 

tangga di rumah orang tua Termohon di Samarinda dan telah dikaruniai 

3  (tiga) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis 

sejak awal tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;

d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon, 

Termohon pergi dinas keluar kota tidak pernah pamit atau minta izin 

dengan Pemohon sebagai suami, sehingga Termohon hampir tidak ada 

waktu buat keluarga;

e. Bahwa Pemohon bekerja serabutan sedangkan Termohon bekerja 

sebagai PNS di Kantor Dinas Pekerjaan umum;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 

akhir tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon sama-sama 

meninggalkan rumah kediaman bersama;

g. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling 

memperdulikan lagi;

h. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa 

dipertahankan lagi;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, 

selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya 

cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

uraian  putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas;

5
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti 

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Juli 

1991;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan 

Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 26 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil 

dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus 

dinyatakan Termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon 

dengan segala dalil-dalilnya, Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, 

dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir 

menghadap, harus dinyatakan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, 

oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah mengakui kebenaran dalil-

dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya 

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan 

Saksi II, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan 

permohonan Pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan 

para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon 

dihubungkan dengan keterangan dan para saksi di persidangan telah terungkap 

fakta sebagai berikut : 

• Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, kumpul 

baik sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;

• Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Termohon sebagai PNS lebih banyak 

meninggalkan keluarga untuk kepentingan pekerjaan dinas keluar kota 

dengan tanpa pamit dan izin kepada Pemohon;

• Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 

selama 2 tahun lebih hingga sekarang;
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• Bahwa keluarga Pemohon ataupun keluarga Termohon tidak ada 

mengupayakan agar mereka rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga 

Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara 

Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, 

dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, 

dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh 

Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah 

tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah 

pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga 

yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan 

dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh 

Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah 

tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan 

dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil 

Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan 

hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam 

surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: 

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم
Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;
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Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab 

Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختارالاسلام نظام الطلاق حين تضطرب 
الحياةالزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلح 
وحين تصبح الربطة الروجية صورة من غيرروح 
لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين 

بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة
Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah 

dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat 

lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena 

meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri 

dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah 

bertentangan dengan keadilan”.

Dan Majelis mengambil alih isi dan maksud dari dalil-dalil tersebut di 

atas, sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup 

alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan dengan 

memperhatikan pula Pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya permohonan 

Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk 

menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan 

Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan 
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ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang 

bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon  yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Samarinda;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan 

salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah 

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta 

kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan 

Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk 

itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 

Rp. 301000,00  (tiga ratus satu ribu  rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013 

Masehi, bertepatan dengan tanggal  15 Muharam 1435  Hijriyah, oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H. 

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Drs. H. Muhammad Syaprudin, 

M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan 

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Nurhikmah 

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon tanpa 

dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

9
Putusan Nomor  1635/Pdt.G/2013/PA.Smd.
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H. Ali Akbar, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani  

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.    

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhikmah

Perincian Biaya Perkara :
- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 210.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)
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